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1.

a.

BUPATI SOPPENG,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan
RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan;

bahwa sehubungan dengan perubahan rumusan sasaran
pembangunan, arah kebijakan pembangunan dan prioritas
pembangunan serta asumsi kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan
pembangunan daerah, Peraturan Bupati Soppeng Nomor 26
Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2025 perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26
Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2025;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 35587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
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Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6987);

Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 543);

. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2024 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng
Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng
Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Soppeng Nomor 81);

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng
Nomor 103);

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng
Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Soppeng Nomor 161);

Peraturan Bupati Soppeng Nomor 26 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 26);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun
2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
(Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 26) diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan penyesuaian
terhadap arah kebijakan pembangunan Daerah dengan visi,
misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta
program Asta Cita.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi:

a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
dan

b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
Perubahan APBD Tahun 2025.

(3) Dalam hal terjadi penambahan sub kegiatan baru pada
Perubahan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon
anggaran sementara yang tidak terdapat dalam Perubahan
RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Bupati dan
Ketua DPRD.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika
sebagai berikut :

pendahuluan;

evaluasi hasil triwulan II (dua) tahun berkenaan;

kerangka ekonomi dan keuangan Daerabh;

sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;

rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
f. penutup

(2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

° Qoo

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5
(1) Dalam rangka penyusunan perubahan APBD Tahun 2025
Pemerintah Daerah menggunakan dokumen perubahan RKPD
Tahun 2025 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum



perubahan APBD dan perubahan prioritas plafon anggaran
sementara APBD Tahun 2025.

(2) Perangkat Daerah menggunakan Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2025 dalam melakukan pembahasan

perubahan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah
dengan DPRD.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6

Bappelitbangda melakukan sinkronisasi antara perubahan rencana
kerja dan perubahan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025
dengan perubahan RKPD Tahun 2025.

Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 1 Juli 2025

BUPATI SOPPENG,

-

Y

SUWARDIHASENG

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 1 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

—

ANDI MUHAMMAD SURAHMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025 NOMOR .11.
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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan
Ridha-nya dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Soppeng Tahun 2025 ini dapat dirampungkan. Pemerintah
Kabupaten Soppeng melakukan perubahan terhadap dokumen RKPD Tahun
2025 karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Triwulan I Tahun 2025
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan terkini,
antara lain kondisi perkembangan dan kebijakan yang menyebabkan terjadinya
ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka
ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD
Tahun 2025 serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 2024
yang harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng perlu melakukan penyesuaian atas
kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target dan sasaran pembangunan
daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan/pengurangan program
dan kegiatan perangkat daerah dan target kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Proses penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025 ini
dilakukan sebagai koordinasi, kolaborasi, sinergi dan harmonisasi seluruh
Perangkat Daerah bersama para pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya
Perubahan RKPD 2025 dijadikan pedoman perumusan pada penyempurnaan
Rancangan Akhir Perubahan RENJA Perangkat Daerah, serta sebagai pedoman
penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta
Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS)
Tahun 2025.

Untuk itu diucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan
dokumen ini. Semoga Allah SWT membalas kerja keras, kerja cerdas, kerja
tuntas dan kerja ikhlas kita dalam berkolaborasi guna mewujudkan “Soppeng

Sehat, Maju dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan”.

BUPATI SOPPENG
SUWARDI HASENG

i
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Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang membutuhkan
perencanaan dan berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek
kehidupan untuk melakukan perubahan menuju kondisi yang lebih baik
dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Perencanaan pembangunan daerah
secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang
melibatkan stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam suatu
daerah pada jangka waktu tertentu. Selain itu pembangunan daerah juga
diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta
mampu mengembangkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan daya saing
daerah serta dukungan terhadap pembangunan di tingkat nasional dalam
mencapai cita-cita bersama sebagai suatu bangsa. Kualitas perencanaan yang
baik mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis,
partisipatif dan topdown/ bottom up.

Perubahan RKPD merupakan perubahan atas dokumen perencanaan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun
berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan
Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan hal
tersebut maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2025.

Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Soppeng
telah disesuaikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Penyusunan
dokumen perubahan RKPD ini dilakukan untuk menyesuaikan perencanaan

sebelumnya yang telah disusun karena adanya perubahan kondisi mengingat
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Kepala Daerah telah dilantik pada bulan februari tahun 2025. Sehingga dalam
perubahan RKPD tahun 2025 telah dilakukan penyesuaian terhadap arah
kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah
terpilih serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025. Selain
itu dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng telah memedomani
Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RKP Nasional Tahun 2025.

Dalam pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa
perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun Dberjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,
meliputi (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah,
rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan /atau (2) Keadaan yang
menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan.

Pasal dimaksud juga mengatur bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan
tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan
darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. Perubahan RKPD dimaksud
meliputi perubahan: a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah; b. Target
sasaran pembangunan daerah; c. Prioritas pembangunan daerah; d.
Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah;
dan e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya
berdasarkan pasal 345 Perubahan RKPD disusun dengan tahapan: a.
penyusunan rancangan perubahan RKPD; b. perumusan rancangan akhir
perubahan RKPD; dan c. penetapan.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) adalah dokumen
perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan yang lahir dari hasil analisis dan kebutuhan terkini terhadap
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen ini merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sebagai pedoman dalam
penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS). Bagi Perangkat Daerah
Kabupaten Soppeng, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025.
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Kondisi pembangunan daerah berpengaruh terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun berjalan dimana menunjukkan perlu adanya
penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian
asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus
digunakan untuk tahun berjalan, perubahan indikator kinerja, target, lokasi,
dan pagu kegiatan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Soppeng Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi
target dan capaian pembangunan tahun 2025 sampai dengan tahun berjalan
(Triwulan I). Sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan/sub
kegiatan dalam Perubahan RKPD ini akan fokus pada percepatan pembangunan
baik dalam pemulihan ekonomi dan sosial maupun pembangunan infrastruktur
dan kualitas SDM. Sebagai gambaran untuk capaian Indikator Ekonomi Makro
Kabupaten Soppeng Tahun 2024 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 4,06%, Angka
Kemiskinan 6,90%, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,32, Gini Rasio
0,371, Indeks Pembangunan Manusia 71,39 poin dan PDRB Perkapita Rp67,26
Juta. Untuk capaian indikator makro tersebut masih menggunakan capaian
kinerja pembangunan di tahun 2024 dikarenakan data tahun 2025 per triwulan
1 belum dirilis oleh BPS.

Di samping itu, dokumen perubahan RKPD Tahun 2025 ini disusun
untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan antara Pemerintah
Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan antara Pemerintah Daerah dengan
pelaku pembangunan lainnya serta memastikan akselerasi pencapaian target
kinerja yang telah ditetapkan Nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan. Hal
yang penting lainnya adalah bahwa Perubahan RKPD ini juga diharapkan dapat
menjaga kesinambungan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan sesuai dengan amanat Undang-Undang
Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2025, meliputi:

1. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Soppeng Tahun
Anggaran 2025 sampai dengan triwulan pertama tahun 2025 dari masing-

masing kegiatan;
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2. Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada
APBD Tahun 2025 terhadap kemampuan fiskal daerah;

3. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus
dicapai;

4. Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan
dengan keuangan daerah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 maupun kebijakan teknis lainnya;

5. Kebutuhan mendesak terhadap perlunya dilaksanakan kegiatan yang
mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;

6. Kebutuhan akan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi
prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang

berkembang.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan

Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);
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6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembarah Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
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6856);
13. Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di

Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7075);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
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Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 259);

23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);

25. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik IndOnesia Tahun
2024 Nomor 2006);

26. Peraturan Presiden Peraturan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan
Gender Di Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun
2019 Nomor 1114);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun

2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
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Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun
2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun
2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub
Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
158);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor
581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi
Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2021 Nomor 910);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data
Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1419);

40. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor
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32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 543);

43. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025;

44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dala Negeri
Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 321);

46. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor ..... Tahun 2025 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun
2024 Tentang RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-
2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 81);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun
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2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Soppeng Nomor 103);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 161);

51. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2017 Nomor 40);

52. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 26);

53. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam

Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.3. Hubungan Antar Dokumen
Hubungan Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 dengan
dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

a) Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 dan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan sinergitas terutama
menyangkut tentang tujuan dan sasaran pembangunan, program
prioritas maupun kegiatan nasional. Serta keterkaitan Perubahan RKPD
dan RKP Tahun 2025 yang menyangkut sinergi dan sinkronisasi
kebijakan Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Kebijakan Pemerintah
dalam mendukung Pembangunan Nasional,

b) Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 dengan Perubahan
RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 merupakan sinergitas
terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas
program dan kegiatan provinsi. Keterkaitan Perubahan RKPD Tahun 2025
serta Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 juga
menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten

Soppeng dalam mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi;
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c) Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 dan dokumen RPJMD
Kabupaten Soppeng tahun 2025-2029 merupakan penjabaran yang lebih
nyata, operasional dan terukur;

d) Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 dan Dokumen
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah satu
kesatuan yang memuat kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Daerah sebagai bagian dari
langkah pembaharuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025
dan RENJA-PD. Dimana program dan kegiatan yang telah disesuaikan
tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan RENJA-PD Tahun
2025.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025
sebagai berikut:

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan
dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi
berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah;

2. Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD);

3. Pedoman penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat
Daerah;

4. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD
(KUPA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Perubahan (P-PPAS).

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2025 adalah :

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi
sumberdaya dalam pembangunan daerah;

2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam melakukan
penyesaian prioritas program dan kegitan tahun 2025;

3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan
kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;

4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan,;
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Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelengaraan
pemerintahan daerah;

Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Soppeng;
Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum
Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2025, Perubahan Rancangan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2025 dan Perubahan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Soppeng
Tahun 2025.

Sistematika Perubahan RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Soppeng Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini menjelaskan mengenai latar
belakang penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng, proses
penyusunan Perubahan RKPD, kedudukan Perubahan RKPD tahun
rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen
Perubahan RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah,
Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD. Untuk dasar hukum menguraikan secara ringkas
tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan
RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada sub bab
hubungan antar dokumen menjelaskan hubungan Perubahan RKPD
dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada sub bab
maksud dan tujuan menjelaskan wuraian ringkas tentang tujuan
penyusunan dokumen Perubahan RKPD bagi daerah dan sasaran
penyusunan dokumen Perubahan RKPD bagi daerah. Pada sub bab
sistematika mengemukakan penyusunan dokumen Perubahan RKPD
terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab
didalamnya.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN I TAHUN
2025, pada bab ini diuraikan tentang hasil evaluasi dan realisasi capaian
kinerja pembangunan daerah, indikator makro daerah dan permasalahan
pembangunan daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
DAERAH, dimana pada bab ini termuat penjelasan tentang kondisi
ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan (arah dan kebijakan

ekonomi daerah) serta perubahan asumsi pendapatan dan belanja

12 |BAB 1

s
=
v
e



Peraturan Bupati Numor T Tahun 20225

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

daerah, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi
daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah
yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi
pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

e BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, bab ini
mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan
dalam RPJMD. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah
serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang
diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun
sebelumnya.

e BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH pada bab ini
menguraikan mengenai rencana program dan kegiatan yang disusun
berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana
(RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana
program dan kegiatan mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat
sehingga program dan kegiatan yang direncanakan bermanfaat atau
memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

e BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,
pada bab ini memuat tentang indikator kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah beserta targetnya, yang bertujuan untuk memberikan
panduan dalam pencapaian kinerja tahunan. Baik Indikator Makro,
Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator kinerja Kunci (IKK), Indikator
Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Indikator SDG’s pada akhir tahun
perencanaan. Pada bab ini juga dilakukan penyesuaian target capaian
kinerja pembangunan berdasarkan hasil capaian kinerja tahun
sebelumnya.

e BAB VII PENUTUP, mengemukakan tentang hal-hal pokok yang menjadi
harapan berkenan dengan pelaksanaan Perubahan Rencana kerja
Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Soppeng tahun 2025, berisi

tentang kaidah pelaksanaan RKPD serta kesimpulan.
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BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN I
TAHUN 2025

Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2024 dan
hasil evaluasi sampai dengan Triwulan I tahun 2025. Evaluasi dilakukan
untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan yang
mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah

ditetapkan dalam dokumen RKPD.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2025
Sampai dengan Triwulan I
Sebagai bentuk pelaksanaan perubahan maka dilakukan Evaluasi

terhadap Pelaksanaan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025, untuk
menguraikan beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan yaitu
tentang capaian indikator makro, capaian program dan kegiatan, evaluasi
RKPD dan permasalahan pelaksanaan kegiatan Triwulan I Tahun 2025.
Sehubungan dengan itu, hasil pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan
menjadi sangat penting untuk menilai apakah perlu dilakukan penambahan
atau pengurangan kegiatan maupun perubahan target capaian indikator,
pagu indikatif, serta pergeseran anggaran dalam penyusunan Perubahan
RKPD tahun 2025.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025 pada
Triwulan I, meliputi pagu indikatif dan realisasi anggaran, capaian kinerja
keluaran kegiatan, capaian kinerja pendanaan, serta rata-rata capaian

keluaran dan predikat kinerja yang disajikan berdasarkan perangkat daerah.

2.2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Makro

2.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang
dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu dibandingkan nilai PDRB tahun
sebelumnya, dengan menggunakan nilai PDRB Harga Konstan. Laju
pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil
pembangunan serta sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan

penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan daerah.
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Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng lima tahun terakhir tumbuh
positif dengan besaran yang fluktuatif, diakibatkan oleh peranan sektor
pertanian yang memberikan kontribusi selama lima tahun terakhir yang juga

mengalami fluktuatif.

Grafik 2.1.Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng
dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng pada tahun 2023 dengan
capaian 3,33%, dan mengalami pertumbuhan pada tahun 2024 dengan
capaian 4,06%, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dikarenakan
meningkatnya hasil pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Di sisi
lain pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan capaian
pada angka 5,02% dan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,03% di
tahun 2024. Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng lebih
rendah jika dibandingkan dengan capaian pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan maupun capaian Nasional.

Apabila disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dengan wilayah
sekitar, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng pada tahun 2024 berada
pada urutan ke 4 dari 5 kabupaten skitar dengan capaian sebesar 4,06%.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru, Kabupaten Bone dan Kabupaten
Wajo lebih tinggi dengan capaian masing-masing 4,92%, 5,55% dan 4,52%.
Capaian tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Sidrap
dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 4,05%. Perbandingan
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng dengan wilayah sekitar dapat

dilihat pada grafik berikut.
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Grafik 2.2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng dan
Wilayah sekitar Tahun 2020-2024
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Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Soppeng belum bisa mencapai kondisi maksimal, jika
dibandingkan dengan beberapa kabupaten kota lainnya Kabupaten Soppeng
menempati urutan ke 20 dari 24 Kabupaten/ Kota dengan pertumbuhan
sebesar 4,06% di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan
cerminan bahwa ekonomi tetap tumbuh positif walau tidak signifikan di
tengah situasi ekonomi yang sulit dan masih tersisa dampak dari fenomena
El Nino. Untuk lebih jelas pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dalam
Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 3. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
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Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2025
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Pertumbuhan ekonomi tersebut pada tahun 2024 menjadi penting untuk
di analisis penyebabnya, sehingga sub sektor yang dominan berpengaruh
terhadap pembentukan pertumbuhan dapat dimaksimalkan di masa yang
akan datang. Berdasarkan dari sub sektor pembentuknya maka beberapa sub
sektor utama mengalami pelambatan seperti industri pengolahan sebesar
5,08%, pengadaan listrik dan gas diangka 6,12%, sub sektor Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah yang menurun sebesar -2,56%, konstruksi menurun
degan angka -1%, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor melamban sebesar 6,33%, Transportasi dan Pergudangan yang
melamban dengan angka 4,84%, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
diangka 0,08% sedangkan sub sektor yang lainnya mengalami pertumbuhan.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng, Menurut Lapangan
Usaha Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

Kategori Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2.50 1.11 3,98 -3,02 3,95
B Pertambangan dan Penggalian 3.86 4.14 4,47 | -0,47 @ 4,74
C Industri Pengolahan -2.68 8.82 8,59 11,19 5,08
D Pengadaan Listrik dan Gas 5.96 6.74 5,05 6,30 6,12
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 546 6.02 7.96 022 | 2,56

dan Daur Ulang
F Konstruksi 4.51 9.99 10,09 6,35 -1,00
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
G Mobil dan Sepeda Motor -4.03 | 8.61 5,49 9,62 6,33
H Transportasi dan Pergudangan -6.04 | 10.15 | 10,32 | 13,45 @ 4,84
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -2.88 | 12.72 9,82 9,26 0,08
J Informasi dan Komunikasi 11.74 @ 12.06 @ 4,74 3,40 6,05
K Jasa Keuangan dan Asuransi 8.52 4.21 2,13 -0,46 4,75
L Real Estate 3.96 4.17 3,78 1,23 5,28
M,N Jasa Perusahaan -5.37 | 10.30 | 10,34 2,45 5,29
o Adm}nlstra31 .Pemer‘l.ntahan, Pertahanan dan 3.61 0.33 177 276 0.79
Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 10.92 @ 10.95 @ 10,84 1,77 9,01
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 10.57 @ 10.36 6,78 -0,03 2,85
?’%’ Jasa lainnya -5.55 6.65 7,19 -0,24 5,39
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 2.19 6.15 6,18 3,33 4,06

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2025

Berdasarkan tabel di atas terkait sektor industri pengolahan mengalami
peningkatan seiring dengan meningkatnya aktivitas pasca-COVID-19. Selain
itu program dan kebijakan terkait pemulihan ekonomi mempengaruhi
pertumbuhan sektor industri tersebut. Transportasi dan Pergudangan terjadi
peningkatan karena pemulilhan ekonomi dan mobilitas yang meningkat
tajam. Selin itu, pemulihan sektor pariwisata juga mendorong pertumbuhan
pada sektor transportasi dan pergudangan. Penurunan yang terjadi pada
tahun terahir diakibatkan adanya potensi kenaikan biaya logistik yang

terjadi. Perdagangan Besar dan Eceran mengalami pertumbuhan
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dikarenakan Kenaikan konsumsi masyarakat, didorong oleh stimulus,
bansos, dan pertumbuhan UMKM. Akan tetapi dalam pertumbuhan pada
sektor tersebut, terdapat kondisi peningkatan harga yang mempengaruhi
melambatnya belanja yang dilakukan oleh masyarakat. Informasi dan
Komunikasi mengalami pertumbuhan dikarenakan digitalisasi, kerja jarak
jauh, dan e-commerce. Untuk Jasa Pendidikan mengalami pertumbuhan
seiring dengan normalisasi kegiatan belajar tatap muka akibat pandemi
Covid-19. Selain itu pertumbuhan yang terjadi mencerminkan peningkatan
investasi sektor pendidikan, baik swasta maupun pemerintah.

Terkait sektor Pengadaan Air, Limbah, dan Daur Ulang mengalami
penurunan dikarenakan menurunnya investasi infrastruktur dasar atau
bantuan pemerintah di tingkat nasional maupun provinsi. Selain itu biaya
operasional yang mengalami peningkatan juga mempengaruhi penurunan
pada sektor ini. Pada sektor Konstruksi terjadi penurunan dikarenakan
menurunnya proyek pemerintah (karena pengalihan anggaran) serta bantuan
dari pemerintah Pusat maupun pemerintah di Provinsi. Akomodasi dan
Makan Minum mengalami penurunan dalm 4 tahun terakhir dikarenakan
daya beli masyarakat yang mulai tertekan, serta gejolak harga bahan pangan
dan energi yang terjadi. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan
Jaminan Sosial Wajib mengalami Kontraksi. Hal tersebut terjadi karena
adanya penyesuaian belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta
dana transfer dari pusat yang mengalami penurunan. Sehingga Pemerintah
Daerah perlu mengupayakan peningkatan pada pendapatan asli daerah. Dan
untuk Jasa Kesehatan dan Sosial terjadi Pertumbuhan selama pemulihan
pandemi Covid 19. Namun mengalami penurunan seiring penurunan kasus
COVID-19 yang menyebabkan penurunan belanja kesehatan.

Berdasarkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng tersebut perlu
dilakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh
kebijakan daerah. Pada prioritas pembangunan daerah tahun 2025 untuk
peningkatan pertumbuhan ekonomi didukung oleh program pembangunan
daerah seperti peningkatan investasi, peningkatan sarana dan prasarana
pertanian, peningkatan sektor pariwisata dan UMKM maupun peningkatan

kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
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2.1.1.2 Inflasi

Secara umum angka inflasi yang menggambarkan kecenderungan tentang
perkembangan harga dan perubahan nilai yang dapat dipakai sebagai
informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi makro
atau mikro, baik fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro, rumah
tangga/masyarakat misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk
dasar penyesuaian pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan
mereka yang relatif tetap. Pada tingkat korporat angka inflasi dapat dipakai
untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Berdasarkan hal
tersebut dapat dipahami bahwa Inflasi merupakan indikator penting dalam
perencanaan pembangunan daerah.

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada
umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan
jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya
harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan
demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap
nilai barang dan jasa secara umum. Tingkat inflasi dipengaruhi oleh
perubahan pola konsumsi maupun biaya hidup yang ada di masyarakat.
Fluktuasi inflasi daerah akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan
masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng yang cukup tinggi
pada tahun terakhir tentu tidak akan terlalu bermakna terhadap tingkat
kesejahteraan masyarakat manakala laju inflasi juga cukup tinggi.

Pengendalian inflasi merupakan indikator yang erat kaitannya dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun inflasi memberikan
dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi bukan berarti tidak adanya
inflasi dapat berdampak baik bagi perekonomian. Inflasi yang terlalu rendah
bahkan diangka nol justru akan berdampak pada lesunya perekonomian
bahkan dapat menimbulkan stagnansi. Alhasil pertumbuhan ekonomi yang
diharapkan tidak dapat terlaksana.

Laju inflasi tahunan Kabupaten Soppeng merujuk ke inflasi Bone sebagai
daerah terdekat, Pada tahun 2022 sebesar 5,52% dan mengalami penurunan
pada tahun 2023 dengan inflasi tercatat sebesar 2,84% (year on year). Di
tahun 2024 laju inflasi Kabupaten Soppeng merujuk ke Kabupaten Wajo
sebagai sistercity dengan capaian sebesar 0,68%. Inflasi ini memberikan
informasi ekonomi bahwa keadaan harga barang dan jasa secara umum tidak
mengalami kenaikan cukup signifikan. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan
indeks harga pada 10 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan,
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minuman, dan tembakau; kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok
perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga; kelompok
perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok
kesehatan; kelompok transportasi; kelompok rekreasi, budaya dan olahraga;
kelompok pendidikan; kelompok penyediaan makanan dan
minuman/restoran; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
Adapun kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami
deflasi.

Berdasarkan capaian inflasi tersebut perlu dilakukan upaya untuk
menjaga kondisi inflasi agar tetap stabil yang didorong oleh kebijakan daerah.
Pada prioritas pembangunan daerah tahun 2025 untuk pengendalian inflasi
tersebut didukung oleh program stabilisasi harga dan ketersediaan barang
pokok, ketahanan pangan daerah, peningkatan produksi
pertanian/peternakan dan lain-lain.

Grafik 2. 4. Perbandingan Inflasi Kabupaten Soppeng dengan Inflasi
Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024
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e Soppeng 1,89 2,26 5,52 2,84 0,68
Sul-Sel 2,04 2,40 5,77 2,81 1,23
Nasional 1,68 1,87 5,51 2,61 1,57

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.1.3 PDRB Perkapita

PDRB PerKapita atau pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-
rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu daerah selama satu
periode tertentu. Pendapatan Per Kapita juga memiliki beberapa manfaat,
diantaranya adalah sebagai indikator kesejahteraan suatu daerah, standar
pertumbuhan kemakmuran daerah, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam
membuat kebijakan ekonomi, dan pembanding tingkat kemakmuran antar
daerah. PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan
nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per
kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata
ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. PDRB perkapita Kabupaten
Soppeng pada tahun 2021 sebesar Rp52,75 juta dan mengalami peningkatan
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tahun 2022 menjadi Rp58,21 Juta. Pada tahun 2023 dan tahun 2024 PDRB
Per Kapita Kabupaten Soppeng kembali mengalami peningkatan menjadi
Rp62,58 juta dan Rp67,26 juta.

Grafik 2. 5. PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku
(Juta Rupiah), 2020-2024
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2025

Jika dibandingkan dengan wilayah disekitar Kabupaten Soppeng yaitu
Kabupaten Bone, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Barru, Kabupaten Wajo serta
Provinsi Sulawesi Selatan PDRB perkapita di Kabupaten Soppeng juga cukup
tinggi. Peningkatan tersebut juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi
yang bertumbuh di tahun 2024, walaupun dalam pertumbuhannya
mengalami pelambatan sebesar 4,06% jika dibandingkan dengan tahun 2023
sebesar 3,33%. Selain itu faktor seperti intervensi dari pemerintah daerah
melalui bantuan yang diberikan pada sektor unggulan di bidang pertanian
maupun peternakan, peningkatan teknologi yang mempengaruhi tingkat
produktivitas dan pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Soppeng.

Grafik 2. 6. PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng dan Wilayah Sekitar
Tahun 2020-2024
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Sumber : Badan Pusat Statistik 2025

Dari grafik tersebut di atas penyebab meningkatnya PDRB per kapita
dikarenakan Pemulihan ekonomi di sektor-sektor utama seperti perdagangan,

pertanian, konstruksi, dan jasa transportasi. Daya beli masyarakat yang
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membaik, serta meningkatnya produktivitas per sektor. Investasi dan belanja
publik yang stabil. Selain itu Inflasi yang terkendali, sehingga peningkatan
PDRB per kapita mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir.
Berdasarkan capaian PDRB per kapita tersebut perlu dilakukan upaya
untuk meningkatkan PDRB per kapita yang didorong oleh kebijakan daerah.
Pada prioritas pembangunan daerah tahun 2025 untuk peningkatan PDRB
per kapita tersebut didukung oleh program peningkatan penanaman modal,
peningkatan produksi pertanian dan perikanan, pengembangan UMKM,
pengembangan infrastruktur, pengembangan pariwisata, dan program

lainnya.

2.1.1.4 Indeks Gini

Indeks Gini (GR) merupakan alat ukur atau indikator yang menerangkan
distribusi pendapatan aktual, pengeluaran-pengeluaran konsumsi atau
variable-variabel lain yang terkait dengan distribusi dimana setiap orang
menerima bagian secara sama atau identik. Indeks Gini adalah salah satu
ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan
pendapatan secara menyeluruh.

Nilai indeks gini berada pada selang O sampai dengan 1. Semakin tinggi
nilai indeks gini, maka semakin tinggi pula ketidakmerataan pendapatan
dalam suatu wilayah. Jika nilai indeks gini mendekati satu, maka terjadi
ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan. Sebaliknya apabila nilai
Indeks Gini kecil atau mendekati nol, makan semakin merata distribusi
pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi. Klasifikasi nilai indek gini:

GR < 0,3 — ketimpangan rendah

0,3 < GR = 0,5 — ketimpangan sedang

GR > 0,5 — ketimpangan tinggi

Grafik 2. 7. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Soppeng dengan Indeks Gini
Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024
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Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025
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Selama kurun waktu lima tahun, periode 2020-2024 ketimpangan
pendapatan penduduk Kabupaten Soppeng diukur oleh indeks gini
mengalami fluktuasi, dimana tahun 2020 mencapai 0,403 poin dan 2021
indeks gini ratio mencapai sebesar 0,406 poin sedangkan tahun 2022
mengalami penurunan dengan nilai 0,386 poin. Di tahun 2023 capaian
tersebut sebesar 0,390 poin atau meningkat sebesar 0,004 point dari tahun
sebelumnya dan menurun di tahun 2024 dengan capaian sebesar 0,371 poin.
Ketimpangan pengeluaran atau gini ratio tersebut masih berada pada
ketimpangan sedang. Jika dibandingkan dengan gini ratio di Provinsi
Sulawesi Selatan indeks gini Kabupaten Soppeng pada Tahun 2024 lebih
tinggi dimana indeks gini Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,360 akan tetapi
lebih redah jika dibandingkan Nasional dengan capaian sebesar 0,381 poin.

Ketidakstabilan capaian indeks gini Kabupaten Soppeng dalam lima
tahun terakhir menunjukkan adanya fluktuasi ekonomi atau sosial. Hal
tersebut juga diakibatkan oleh pandemi Covid 19, daya saing dan
produktivitas daerah. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah perlu
meningkatkan akses layanan dasar, mengembangkan ekonomi lokal berbasis
sektor unggulan dan mendorong pemerataan pendapatan dan akses
produktif. Selain itu untuk menurunkan indeks gini, pemerintah daerah
merlu melakukan upaya yang didorong oleh kebijakan daerah. Pada prioritas
pembangunan daerah tahun 2025 untuk menekan indeks gini tersebut
didukung oleh program jaminan sosial, rehabilitasi sosial, peningkatan
kualitas dan produktivitas tenaga kerja, pengelolaan pendidikan, pemenuhan
upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, Kawasan
permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan program

prioritas lainnya.

2.1.1.5 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang /rumah tangga
untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non
makanan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua ukuran makro yaitu kemiskinan
absolut dan kemiskinan relatif. Data kemiskinan absolut adalah data
kemiskinan yang merefleksikan suatu standar seperti kebutuhan pokok
minimal. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan indikator bersifat uang
(garis kemiskinan) dengan pendekatan kebutuhan dasar.

Sumber utama lahirnya kemiskinan disebabkan masalah kesejahteraan
sosial masyarakat. Sejatinya kemiskinan berkaitan dengan berbagai bidang
pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan,
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dan ketidak berdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah
pokok daerah yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus
terintegrasi untuk menjadi prioritas utama dalam pembangunan
kesejahteraan sosial. Berikut kondisi kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun

2020-2024 yang disajikan dalam grafik.

Grafik 2. 8. Kondisi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2025

Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin sebanyak 17,23 ribu jiwa atau
mencapai 7,59% dan mengalami peningkatan di tahun 2021 dengan jumlah
penduduk miskin sebesar 17,27 ribu jiwa atau mencapai 7,53% dan
mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023 dengan berjumlah 17.210
jiwa atau mencapai 7,49% sedangkan persentase kemiskinan pada tahun
2023 dengan capaian 7,48%. Penurunan angka kemiskinan tersebut
berlanjut di tahun 2024 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 15,90
ribu jiwa atau angka kemiskinan di Kabupaten Soppeng sebesar 6,90%.

Selain dari aspek persentase kemiskinan, suatu daerah juga dapat dilihat
dari indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan
(P2). Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan
ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin
terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-
rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara itu indeks
keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index/PZ2) memberikan informasi

mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.
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Semakin tinggi angka indeksnya, semakin parah kemiskinannya. Selama
tahun 2020-2024 indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Soppeng
berfluktuatif dimana pada tahun 2020 indeks kedalaman kemiskinan sebesar
0,83%, dan pada tahun 2021 sebesar 1,24%. Pada tahun 2022 mengalami
kenaikan dengan capaian angka 0,91%, sedangkan pada tahun 2023
mengalami peningkatan dengan capaian 1,44%. Indeks kedalaman
kemiskinan tersebut kembali menurun di tahun 2024 dengan capaian
sebesar 0,79%. Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan
mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung
makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk
miskin juga semakin menyempit.

Selain indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan (P2)
juga berfluktuatuif, dimana pada tahun 2020 indeks keparahan kemiskinan
sebesar 0,16% dan pada tahun 2021 sebesar 0,28% sedangkan tahun 2022
mengalami penurunan pada capaian 0,21%. Indeks keparahan kemiskinan
mengalami peningkatan di tahun 2023 sebesar 0,40% dan kembali menurun
di tahun 2024 sebesar 0,15%. Hal ini berarti bahwa jurang kemiskinan
(poverty gap) di Kabupaten Soppeng rendah atau ketimpangan pengeluaran
diantara penduduk miskin juga semakin rendah.

Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin dengan daerah
di Provinsi Sulawesi Selatan dan jumlah penduduk miskin dengan nasional
maka persentase penduduk miskin di Kabupaten Soppeng masih lebih
rendah. Hal tersebut didukung oleh program pembangunan untuk mengatasi
kemiskinan tepat sasaran. Selain itu pemulihan ekonomi pasca pandemi
Covid 19 serta peningkatan akses layanan dasar yang dilakukan. Pemerintah
daerah perlu melakukan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan
dengan mengintegrasikan penanggulangan kemiskinan lintas sektor maupun
intervensi terhadap wilayah dengan indeks kedalaman yang tinggi. Hal
tersebut didukung oleh program prioritas pembangunan daerah seperti
jaminan sosial, rehabilitasi sosial, perumahan dan Kawasan permukiman
kumuh, pengelolaan pendidikan, pemenuhan upaya kesehatan perorangan
dan upaya kesehatan masyarakat, pengembangan UMKM, peningkatan
sarana/prasarana pertanian dan program lainnya. Untuk lebih jelasnya
capaian angka kemiskinan Kabupaten Soppeng dengan kabupaten lainnya di

Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik berikut ini.
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Grafik 2. 9. Perbandingan Kemiskinan Kabupaten Soppeng dengan
Kabupaten / Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Sulawesi Selatan T 3 06
Kota Palopo I 7,35
Kota Parepare S 5 07
Kota Makassar mEEesssssssss———— 4 7
Toraja Utara e 10,73
Luwu Timur I 6,55
Luwu Utara e 1] 24
Tana Toraja e 10,79
LUWWU | ] ] 7
Enrekang | {125
Pinrang I S 55
Sidenreng Rappang IEEEEEEEEESSSSSSS———— 5 02
Wajo I G 47
Soppeng 6,9
Bone I O 5.8
Barru I 3 31
Pangkajene Dan Kepulauan e 12 41
Maros I O 32
Sinjai | 7,82
Gowa I 6 85
Takalar I 7,75
Jeneponto I |1 82
Bantaeng IS S )6
Bulukumba I 7]
Kepulauan Selayar I 10,79

0 2 4 6 8 10 12 14
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2025

Kompleksitas masalah kemiskinan ini tentu tidak bisa dijawab melalui
program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi
diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan
satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral.
Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral
dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan (Pro Poor) dan penciptaan

lapangan kerja (Pro Job).

2.1.1.6 Persentase PAD Terhadap Pendapatan

PAD merupakan unsur yang penting dalam pendapatan daerah. PAD
merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain
penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.
Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan  penyelenggaraan
pemerintah di daerah. Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah
menunjukkan rasio ketergantungan suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio
PAD terhadap total pendapatan maka semakin kecil ketergantungan suatu
daerah terhadap transfer dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat

maupun pemerintahan daerah lainnya.
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Persentase PAD terhadap pendapatan pada tahun 2020 mencapai 12,63%
dan mengalami peningkatan sebesar 12,83% pada tahun 2021 dan tahun
2022 mengalami penurunan dengan capaian 12,24%. Pada tahun 2023
capaian tersebut meningkat menjadi 14,32% dan meningkat kembali di tahun
2024 sebesar 14,98%. Berbagai langkah dan usaha ekstensifikasi maupun
intensifikasi pajak dan retribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan
didukung regulasi yang mempermudah akses penagihan kepada para wajib
pajak.

Grafik 2. 10. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah
Tahun 2020-2024
20
14,98
15 12,63 12,83 ® —
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<
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2020 2021 2022 2023 2024
Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.Soppeng, 2025

2.1.1.7 Penguatan Cadangan Pangan

Penyediaan Cadangan pangan pemerintah daerah merupakan bagian dari
Cadangan Pangan Nasional, sehingga setiap daerah berkewajiban dalam
melakukan penguatan cadangan pangan di wilayah masing-masing.
Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2018 tentang
Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, diatur mengenai
Jumlah Cadangan Beras sebagai pangan utama tiap daerah. Adapun
penguatan cadangan pangan yang dilaksanakan di Kabupaten Soppeng
tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. 2 Penguatan Cadangan Pangan Tahun 2020-2024
TAHUN
NO URAIAN SATUAN
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Cadangan Pangan
Kabupaten Soppeng
Penguatan Cadangan Pangan
(Jumlah Cadangan Pangan / % 20,0 25,34 14,52 15,00 24,00

100)*100%)

1 Ton 20,0 | 25,34 14,52 15,00 24,00

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan
Ketahanan Pangan, 2025

Pada tahun 2020 penguatan cadangan pangan mencapai 20 Ton,
meningkat menjadi 25,34 ton pada tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami
penurunan menjadi 14,52 ton dan meningkat kembali pada tahun 2023

menjadi 15,00 ton, sedangkan pada tahun 2024 mencapai 24,00 ton.
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Penguatan cadangan pangan menjadi instrumen strategis untuk menjamin
akses pangan masyarakat pasca bencana, kerawanan pangan dan kondisi

darurat lainnya, serta menjaga stabilisasi harga pangan.

2.1.1.8 Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Salah satu sub sektor terbesar dalam sektor pertanian di Kabupaten
Soppeng yaitu Sub Sektor Tanaman Pangan dengan komoditi utama berupa
Padi dan Palawija. Khusus untuk Palawija di Kabupaten Soppeng yang utama
adalah Jagung dan Kedelai, disamping itu juga pada beberapa wilayah
dibudidayakan palawija jenis lainnya seperti Kacang Tanah, Kacang Hijau,
Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Palawija sebagai bahan pangan kedua setelah padi
(beras) juga sangat penting sebagai pelengkap kebutuhan konsumsi
masyarakat, selain itu, palawija juga sebagai bahan pakan ternak utama.
Gambaran kontribusi PDRB Pertanian khusus Palawija terhadap PDRB
Sektor Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 3 Kontribusi PDRB Pertanian Khusus Palawija Terhadap PDRB
Sektor Pertanian Tahun 2020-2024
TAHUN
No URAIAN SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024

Jumlah Kontribusi
1 PDRB dari sektor Juta Rp 672.229,70 | 737.123,00 @ 737.808,95 @ 574.186,29 @ 743.845,99
pertanian (palawija)

Jumlah PDRB sektor 2.931.461, | 3.564.663, 3,356,938, 3.642.198, 4.242.371,

2 | pertanian Juta Rp 20 27 20 10 40
/perkebunan
Kontribusi Sektor
Pertanian(Palawija) % 22,93 20,68 21,98 15,76 17,53

Terhadap PDRB

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan
Ketahanan Pangan, 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, tergambar bahwa kontribusi Sektor
Pertanian Khusus Palawija terhadap Total PDRB Sektor Pertanian pada tahun
2020 sebesar 22,93% mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 21,98%
sedangkan untuk tahun 2023 kembali menurun dengan persentase capain
sebesar 15,76%. Di tahun 2024 Kontribusi PDRB Pertanian khusus Palawija
terhadap PDRB dalam sektor pertanian sebesar 17,53%.

2.1.1.9 Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB

Kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap total PDRB menjadi salah
satu indikator yang menunjukkan besarnya peran Sektor Pertanian dalam
struktur PDRB Kabupaten Soppeng. Gambaran dari besaran kontribusi
tersebut mencerminkan peran sektor pertanian dalam menggerakkan
perekonomian di Kabupaten Soppeng. Berikut tabel kontribusi PDRB sektor
pertanian tahun 2020-2024.
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Tabel 2. 4 Kontribusi PDRB Sektor Pertanian Tahun 2020-2024
TAHUN
2020 2021 2022 2023 2024

NO URAIAN SATUAN

Jumlah
Kontribusi

1 Spl)k}i]idarl Juta Rp 2,931,461.20 3.064.634,30 3.356,938,20 | 3.642.198,10 @ 4.242.371,40

pertanian/
perkebunan

Jumlah Total

PDRB JutaRp | 11,382,120.00 @ 12.426.780,00 13.741.836,11 | 14.909.330,00 ' 16.099.180,00

Kontribusi

Sektor

Pertanian/ % 25,75 24,66 24,43 24,43 26,35
Perkebunan

Terhadap PDRB

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan
Ketahanan Pangan, 2025

Pada Tahun 2020, kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap total PDRB
mencapai 25,75% dan mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 24,66%,
sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan menjadi

24,43% dan pada tahun 2024 capaian tersebut mengalami peninfkatan

sebesar 26,35%.

2.1.1.10 Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap
PDRB

Selain sub sektor Tanaman Pangan, kontribusi terbesar kedua pada PDRB
Sektor Pertanian yaitu dari Sub Sektor Perkebunan terutama komoditi
tanaman keras (tahunan). Jenis tanaman keras utama yang ada di Kabupaten
Soppeng diantaranya Kakao, Kelapa, Kemiri dan Jambu Mete. Berikut
gambaran kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB
sektor pertanian tahun 2020-2024.

Tabel 2. 5 Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB
Sektor Pertanian Tahun 2020-2024
TAHUN

NO URAIAN SATUAN

2020 2021 2022 2023 2024

2 S 3 2 2

4 el

Jumlah Kontribusi perkebunan Juta R 2 § % % 8

(tanaman keras) P ) © 1B o ©

S o o o ©

] 5 3 = 2

Jumlah PDRB sektor © 8 3 % =

2 . Juta Rp - < % @

pertanian/perkebunan o Ry b g g

o) 0 ) ) a

S ™ o o <

Kontribusi Sektor Perkebunan

(Tanaman Keras) Terhadap % 27,57 28,79 32,02 33,49 38,02

PDRB
Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan
Ketahanan Pangan, 2025

Dari tabel tersebut di atas, tergambar bahwa tahun 2020 kontribusi

Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Sektor Pertanian
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sebesar 27,57% dan mengalami penurunan hingga tahun 2021 menjadi
28,79%, sedangkan pada tahun 2022 kontribusi sektor perkebunan
mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 32,02%. Di tahun 2023
capaian tersebut kembali mengalami peningkatan sebesar 33,49% dan
meningkat kembali di tahun 2024 menjadi 38,02%. Tingginya nilai komoditi
hasil perkebunan, khususnya tanaman keras disebabkan komoditi tersebut
merupakan komoditi yang bernilai tinggi dibandingkan komoditi hasil

pertanian lainnya.

2.1.1.11 Produksi Sektor Pertanian

Sektor pertanian sebagai penggerak utama kehidupan perekonomian di
Kabupaten Soppeng ditunjukkan dari besarnya kontribusi sektor tersebut
terhadap PDRB sangat bergantung pada produksi hasil pertanian. Gambaran
produksi hasil pertanian di Kabupaten Soppeng khususnya Tanaman Pangan

Tahun 2020-2024 pada tabel berikut.
Tabel 2. 6 Gambaran Produksi Hasil Pertanian Tahun 2020-2024

NO URAIAN SATUAN TAHON
2020 2021 2022 2023 2024

Produksi Sektor
Pertanian
a. Padi Ton 276.589 280.911 296.945 275.768,25 @ 247.784,99
b. Jagung Ton 195.504 178.341 191.742 | 138.096,46 @ 182.031,10
c. Kedelai Ton 525 108 220 142,69 144,70
d. Kacang Tanah Ton 1.067 801 135 734,42 19,29
e. Kacang Hijau Ton 61 217 160 55,51 56,20
f. Ubi Kayu Ton 1.526 - 298 469,59 382,54
g. Ubi Jalar Ton 104 101 209 247,15 506,34

Jumlah Ton 475.376 460.479 489.709 415.514,07 430.925,16

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan,
dan Ketahanan Pangan, 2025

Pada tahun 2020 total produksi pertanian khusus 7 (tujuh) jenis tanaman
pangan sebagaimana tabel di atas yaitu 475.376 ton dan mengalami
peningkatan hingga tahun 2021 menjadi 460.479 ton, dan tahun 2022
mengalami peningkatan menjadi 489.709. Namun pada tahun 2023
mengalami penurunan dengan capaian sebesar 415.514,07 ton dan
meningkat kembali di tahun 2024 sebesar 430.925,16 ton. Untuk tahun 2022
peningkatan produksi sektor pertanian mengalami peningkatan untuk padi,
jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar, sementara untuk kecang tanah dan
kacang hijau mengalami penurunan. Pada tahun 2023 terjadi fenomena el

nino yang menyebabkan penurunan produksi pertanian yang sangat sangat

17 |BAB II

r—
=
v
e



Peraturan Bupati Humur ml Tilllllll 2025

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

signifikan. Di tahun 2024 kembali terjadi peningkatan produksi dikarenakan

kondisi iklim yang membaik.

2.1.1.12 Produksi Sektor Perkebunan

Produksi hasil perkebunan di Kabupaten Soppeng juga menjadi salah
satu andalan bagi pendapatan petani pada lahan kering, terutama jenis
tanaman keras (tahunan) maupun tanaman perkebunan musiman. Berikut
gambaran produksi hasil perkebunan Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 7 Gambaran Produksi Hasil Perkebunan Tahun 2020-2024
TAHUN

NO URAIAN SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024

Produksi Sektor

Perkebunan

a. Kelapa Dalam Ton 2.988,43 3.024,38 3.123,97 3.451,40 3.495,27
b. Kelapa Hibrida Ton 84,9 83,85 83,32 81,69 81,50
c. Kopi Robusta Ton 63,12 - 53,06 6,04 50,63
d. Cengkeh Ton 37,21 37,04 37,43 1,08 34,68
e. Kakao Ton 4.158,15 3.483,11 6.148,82 6.216,74 6.278,70
f. Jambu Mete Ton 930,48 825,12 825,16 26,67 562,84
g. Lada Ton 23,90 21,01 21,10 6,23 14,78
h. Kemiri Ton 2.028,02 2.029,42 2.031,06 2.100,50 2.102,16
i. Aren Ton 160,27 101,33 101,34 98,75 99,05
j. Tembakau Ton 101,25 121,60 104,16 131,49 168,30
Jumlah Ton 10.575,73 9.726,86 | 12.529,42 12.120,59 | 12.887,91

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan,
dan Ketahanan Pangan, 2025

Pada tahun 2021 jumlah produksi hasil perkebunan mencapai 9.726,86
ton dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 dengan capaian sebesar
12.529,42 ton. Peningkatan produksi hasil perkebunan tersebut pada tahun
2022 disebabkan oleh meningkatnya produksi kakao sebagai komoditi
terbesar pada sub sektor perkebunan melalui peningkatan luas lahan
maupun peningkatan kualitas budidaya produksi kakao. Pada tahun 2023
mengalami penurunan sebesar 12.120,59 ton dan mengalami peningkatan di

tahun 2024 sebesar 12.887,91 ton.

2.1.1.13 Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB
Kegiatan usaha pertanian di Kabupaten Soppeng, khususnya budidaya
Komoditi Pangan utama di Kabupaten Soppeng berupa Padi, keseluruhan
proses produksinya dihasilkan oleh kelompok tani. Seluruh lahan
persawahan yang ada di Kabupaten Soppeng dalam memproduksi padi
dikelola oleh para petani yang tergabung dalam kelompok tani. Tidak ada

usaha budidaya tanaman pangan khususnya Padi yang dikelola oleh
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perusahaan atau sejenisnya. Berikut tabel kontribusi produksi kelompok tani
terhadap total produksi tahun 2020-2024.

Tabel 2. 8 Kontribusi Produksi Kelompok Tani Tahun 2020-2024
TAHUN

NO URAIAN SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Produksi
padi/bahan pangan
utama lokal hasil
kelompok petani
Jumlah produksi

2 | padi/bahan pangan Ton 276,589 280,911  296.945 275.768 247.785
utama di daerah
Kontribusi Produksi
Kelompok Petani % 100 100 100 100 100
Terhadap PDRB

Ton 276,589 280,911 | 296.945  275.768  247.785

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan
Ketahanan Pangan, 2025
2.1.1.14 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB
Kepariwisataan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi
terhadap Produk Domestik Bruto secara Nasional dan Regional (daerah)
termasuk Kabupaten Soppeng. Kontribusi Sektor Pariwisata di Kabupaten
Soppeng belum signifikan berkontribusi terhadap total PDRB Kabupaten
Soppeng, namun demikian mampu menggerakan ekonomi daerah, seperti
penyerapan tenaga kerja pada beberapa objek wisata daerah dan perputaran
uang dari wisatawan yang berkunjung.

Tabel 2. 9 Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata Tahun 2019-2023

TAHUN

No URAIAN SR 2019 2020 2021 2022 2023
Jumlah
Kontribusi

1 PDRB dari Juta Rp 120.543,40 117.067,77 131.956,60 144.912,80 158.324,93
sektor
Pariwisata

2 Total PDRB Juta Rp | 6.993.513,10 | 7.146.654,36 | 7.585.976,30 | 8.054.418,69 @ 8.322.526,32
Kontribusi

3 Sek.tor. % 1,72 1,64 1,74 1,80 1,90
Pariwisata

terhadap PDRB
Sumber : Buku PRDB Kabupaten Soppeng menurut lapangan usaha 2019-2024

Pada Tahun 2019, kontribusi PDRB Sektor Pariwisata terhadap total
PDRB Kabupaten Soppeng sebesar 1,72 persen dan tahun 2020 menurun
menjadi 1,64 persen sementara untuk tahun 2021 kontribusi sektor
pariwisata sebesar 1,74% atau lebih tinggi dibanding tahun 2020, hal ini
disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada
sektor pariwisata, sedangkan tahun 2022 kontribusi PDRB Sektor Pariwisata
terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng Kembali mengalami peningkatan
dengan capaian 1,80%. Pada tahun 2023 meningkat dengan capaian 1,90%.
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Kontribusi sektor pariwisata terhadap total PDRB, yang cenderung
stagnan, tidak berarti sektor pariwisata di Kabupaten Soppeng tidak ada
pergerakan, ini dapat dilihat pada tabel di atas, adanya peningkatan jumlah

kontribusi PDRB dari sektor pariwisata (juta) dari tahun ke tahun.

2.1.1.15 Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Sektor Perikanan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi
terhadap PDRB Kabupaten Soppeng, Kontribusi Sektor Kelautan dan
Perikanan terhadap total PDRB menjadi salah satu indikator yang
menunjukkan peran Sektor Perikanan dalam struktur PDRB Kabupaten
Soppeng. Pada Tahun 2017, kontribusi PDRB Sektor Perikanan terhadap total
PDRB Kabupaten Soppeng adalah 2,84%, dan meningkat menjadi 3,15%
ditahun 2019. Trend peningkatan terus berlanjut sampai menyentuh angka
3.50% pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 kontribusi sektor
perikanan terhadap PDRB mengalami penurunan secara signifikan pada
angka 0,88%. Selanjutnya pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan
sebesar 4,11%, hal ini dikarenakan meningkatnya aktivitas pada sub sektor
perikanan.

Grafik 2. 11. Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

4,5
4,11 3,98

4
3,5
3
2,5
2

1,5

1

0,5

2019 2020 2021 2022 2023
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2024

2.1.1.16 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sektor Perdagangan yang meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha
baik penjualan secara grosir (Perdagangan Besar) maupun eceran dari
berbagai jenis barang memberikan sumbangan konstribusi yang cukup besar
pada PDRB Kabupaten Soppeng. Perdagangan besar seringkali secara fisik
berarti mengumpulkan, menyortir dan memisahkan kualitas barang dalam
ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi

ukuran yang lebih kecil. Sedangkan penjualan eceran melakukan penjualan
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kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun
bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau
penggunaan perorangan maupun rumah tangga melalui toko, departement
store, kios, mail-order houses, pedagang keililing, koperasi konsumsi, rumah
pelelangan, dan lain-lain.

Tabel 2. 10 Kontribusi PDRB ADHK Sektor Perdagangan Tahun 2019-2023

TAHUN
NO URAIAN SATUAN
2019 2020 2021 2022 2023

Jumlah

1 | Kontribusi PDRB ' ;10 Ry | 1047.040,10 | 1.005.657,51 @ 1.092.249,20 1.152.253,51  1.263.130,07
dari sektor
Perdagangan

2 | Total PDRB JutaRp | 6.993.533,30 | 7.146.654,36  7.585.976,30 8.054.418,69 | 8.322.526,32
Kontribusi
sektor % 14,98 14,07 14,40 14,31 15,17
Perdagangan

terhadap PDRB
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Pada Tahun 2019, kontribusi PDRB Sektor Perdagangan terhadap total
PDRB Kabupaten Soppeng mencapai 14,98%, dan cendrung menurun pada
tahun 2021 dengan capaian 14,40% penurunan tersebut merupakan dampak
Pandemi Covid-19 juga menyebabkan pertumbuhan sektor perdagangan baik
besar maupun eceran mengalami penurunan bahkan negatif. Hal ini
dikarenakan daya beli masyarakat yang menurun selama pandemi Covid-19,
terutama untuk subkategori perdagangan besar. Sedangkan pada pada tahun
2022 kembali mengalami penurunan dengan capaian 14,31%. Pada tahun

2023 kembali meningkat dengan capaian 15,17%.

2.1.1.17 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kategori industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang
perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi
produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian,
kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari
kegiatan industri pengolahan lainnya Perubahan, pembaharuan atau
rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai
industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik,
mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan.
Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi
produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan
penjualan produk yang dibuat ditempat yang sama dimana produk tersebut
dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas

dasar kontrak.
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Sub sektor industri yang memberikan kontribusi yang cukup besar
terhadap PDRB Kabupaten Soppeng adalah industri tembakau atau produk
pengganti tembakau, rokok, cerutu dan pemotongan dan pengeringan
tembakau. Sub sektor lain adalah industri makanan dan minuman. Industri
ini mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan
menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara
langsung menjadi produk makanan dan minuman. Diantaranya adalah
industri pengolahan kopi dan kakao, industri gula dan produk lainnya
berbasis aren.

Tabel 2. 11 Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Tahun 2019-2023

SATU TAHUN
NO URAIAN
AN 2019 2020 2021 2022 2023
Jumlah
1 KOl’%trIbU.SI PDRB Juta 710.989,40 691.955,40 753.015,10 817.720,00 909.235,93

dari sektor
Industri

2 Total PDRB Juta 6.993.513,10 @ 7.146.654,36 @ 7.585.976,30 @ 8.054.418,69 | 8.322.526,32
Kontribusi sektor
Industri terhadap % 10.17 9,68 9,93 10,15 10,92
PDRB

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB sektor
industri selama 5 (lima) tahun mengalami fluktuasi, pada tahun 2019
pertumbuhan PDRB sektor industri sebesar 10,17%.

Pada tahun 2020 hampir seluruh subkategori pada Industri Pengolahan
mengalami kontraksi. Selain itu, adanya penurunan omzet terutama untuk
industri makan minum yang memiliki share terbesar untuk industri
pengolahan di Kabupaten Soppeng menyebabkan pertumbuhan industri
pengolahan menjadi negatif. Namun, untuk Industri Kimia dan Farmasi
mengalami peningkatan pertumbuhan dikarenakan konsumsi masyarakat
terkait obat-obatan meningkat di masa pandemi corona. Selain itu, industri
tekstil dan pakaian jadi juga mengalami penurunan omzet yang sangat
signifikan dikarenakan ketiadaan pesanan yang menyebabkan nilai omzetnya
bahkan tidak ada, oleh karena itu Pertumbuhan untuk kategori industri
pengolahan cenderung menurun bahkan negatif pada tahun 2020 yang
sebesar 9,68% dan Kembali naik pada tahun 2021 sebesar 9,93% sedangkan
pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan dengan capaian 10,15%,
peningkatan tersebut menjadi indikasi bahwa sektor industri tumbuh positif.
Dan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan sehingga capaian

menjadi 10,92%
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2.1.1.18 Pertumbuhan Industri

Kegiatan industri merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, yakni dengan mencapai kualitas kehidupan yang
lebih baik. Keberadaan industri dapat memacu dan mengangkat
pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor perdagangan, pertanian,
ataupun sektor jasa. Berkembangnya sektor-sektor tersebut akan
mendukung meluasnya peluang kerja yang pada akhirnya akan
meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat (daya beli). Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa perekonomian sedang tumbuh dan sehat.
Berikut adalah data kinerja Pertumbuhan Industri di Kabupaten Soppeng
kurun waktu Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 12 Pertumbuhan Industri Tahun 2020-2024

TAHUN
NO URAIAN SATUAN
2020 2021 2022 2023 2024
1 Jumlah Industri tahun-n Unit 21 31 41 50 60
Jumlah Industri sampai

Unit 3.749 3.780 3.821 3.871 3.931
tahun-n

Pertumbuhan Industri

9 1 1,31 1
(%) Yo 0,56 0,83 ,08 3 ,95

Sumber : Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng, 2025

Pertumbuhan industri adalah adanya kenaikan dari suatu unit (kesatuan)
usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, yang bertujuan menghasilkan
barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan
mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur
biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha
tersebut.

Pertumbuhan industri di Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu 5 tahun
terakhir (2020 s.d 2024) mengalami perkembangan setiap tahunnya.
Berdasarkan pada Indikator Sosial Ekonomi Makro Kabupaten Soppeng
terdapat penambahan jumlah unit industri setiap tahunnya.

Pada tahun 2020 pertimbuhan industri mengalami peningkatan menjadi
0,56% dan pada tahun 2021 bertumbuh menjadi 0,83% dan meningkat di
tahun 2021 menjadi 1,08%. Pada tahun 2022 pertumbuhan industri
meningkat menjadi 1,31% dan terus berlanjut di tahun 2024 dengan

pertumbuhan seebsar 1,55%.

2.1.1.19 Indeks Pembangunan Manusia
Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak

pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut,
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pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk
berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya
yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah
komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM
dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut
mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang
layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait
banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka
harapan hidup waktu Ilahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi
pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata
lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan
indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan
pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai
pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup

layak.

Grafik 2. 12. IPM dan Komponen pembentuk IPM Kabupaten Soppeng,
Tahun 2020-2024
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e Rata-rata lama sekolah (Tahun) 7,81 7,82 7,96 8,27 8,45
Harapan lama sekolah (Tahun) 12,9 13,05 13,2 13,21 13,22
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2025

Dalam kurun waktu lima tahun IPM Kabupaten Soppeng mengalami tren
peningkatan dari tahun ke tahun melalui penghitungan dengan metode baru
yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2020 IPM
Kabupaten Soppeng sebesar 68,67 poin meningkat di tahun 2021 telah
mencapai 68,99 poin, di tahun 2022 kembali meningkat dengan capaian
69,70 poin atau naik sebanyak 0,71 poin. Pada tahun 2023 capaian IPM
Kabupaten Soppeng naik menjadi 70,58 poin dan meningkat kembali di tahun

2024 sebesar 71,39 poin. Kenaikan menjadi indikator bahwa selama kurun
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waktu lima tahun terakhir akses masyarakat Kabupaten Soppeng terhadap
kesehatan, pendidikan dan kehidupan yang layak semakin baik. Akan tetapi,
IPM Kabupaten Soppeng masih berada di bawah nilai IPM Nasional dengan
capaian 75,02 poin dan IPM Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 75,18 poin.
Untuk capaian IPM tersebut lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut
ini.

Grafik 2. 13. IPM Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan
Nasional Tahun 2020-2024

76 75,18
74,60
) 75,02
74,39
72,29 72,91
72 71,94 72,82 71,39
72,24 70,58

71,93 ’ '
69,70
70 68,67 68,99

68

66

64

2020 2021 2022 2023 2024

= Kabupaten Soppeng 68,67 68,99 69,70 70,58 71,39
Provinsi Sulawesi Selatan 71,93 72,24 72,82 74,60 75,18
Nasional 71,94 72,29 72,91 74,39 75,02

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025
2.1.1.20 Indeks Pendidikan
Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang
pendidikan. Indikator pembentuk indeks pendidikan adalah angka melek
huruf dan rata-rata lama sekolah. Ukuran kinerja pembangunan di bidang
pendidikan akan tertuang dalam besarnya pencapaian indeks pendidikan.
Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 indeks pendidikan di
Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan yang cukup baik, dimana tahun
2020 dan tahun 2021 mencapai masing-masing sebesar 61,87 poin dan 62,32
poin. Pada tahun 2022 sebesar 62,20 poin, meningkat pada tahun 2023
dengan capaian 64,26 poin dan kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar
64,89 poin. Hal ini membuktikan bahwa adanya peningkatan di sektor
pendidikan selama lima tahun terakhir, meskipun secara keseluruhan
peningkatan ini belum dapat menjadi pengungkit yang cukup besar terhadap
angka IPM di Kabupaten Soppeng. Adapun perkembangan indeks pendidikan
di Kabupaten Soppeng tahun 2020-2024 sebagai berikut.
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Grafik 2. 14. Indeks Pendidikan Tahun 2020-2024
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2025

2.1.1.21 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan
oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.
Pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Soppeng mencapai
7,81 tahun meningkat di tahun 2021 sebesar 7,82 tahun. Rata-rata lama
sekolah tersebut mengalami peningkatan di tahun 2022 dengan capaian 7,96
tahun dan tahun 2023 menjadi 8,27 tahun. Trend positif tersebut berlanjut
di tahun 2024 dengan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Soppeng sebesar
8,45 tahun. Akan tetapi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Soppeng masih
lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan
yang sebesar 8,86 tahun dan tingkat Nasional yang sebesar 8,85 tahun.

Grafik 2. 15. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, Provinsi
Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024
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= Kabupaten Soppeng 7,81 7,82 7,96 8,27 8,45
Provinsi Sulawesi Selatan 8,38 8,46 8,63 8,76 8,86
Nasional 8,48 8,54 8,69 8,77 8,85

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.1.22 Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah merupakan Lamanya sekolah (dalam tahun) yang
diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa
mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap
bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk

yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat
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ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun
ke atas. Angka harapan Lama Sekolah di Kabupaten Soppeng pada tahun
2020 masih rendah yaitu sebesar 12,90 tahun mengalami peningkatan
sampai tahun 2021 menjadi 13,05 sedangkan tahun 2022 meningkat
menjadi 13,20 tahun dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi
13,21 tahun. Trend positif tersebut berlanjut di tahun 2024 dengan harapan
lama sekolah sebesar 13,22 tahun. Akan tetapi ketika dibandingkan dengan
harapan lama sekolah di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan angka harapan
lama sekolah Kabupaten Soppeng masih rendah.

Perbandingan harapan lama sekolah Kabupaten Soppeng, Provinsi
Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 16. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Soppeng,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024
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Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025
2.1.1.23 Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang
kesehatan. Ukuran kinerja pembangunan di bidang kesehatan akan tertuang
dalam besarnya pencapaian indeks kesehatan. Sejak tahun 2020 sampai
dengan tahun 2024 indeks kesehatan (metode baru) di Kabupaten Soppeng
mengalami peningkatan yang cukup baik, dimana pada tahun 2020 indeks
kesehatan sebesar 80,94 sedangkan tahun 2021 sebesar 81,20 dan pada
tahun 2022 sebesar 81,80 meningkat pada tahun 2023 dan 2024 dengan
masing-masing capaian sebesar 82,26 dan 82,72. Berdasarkan hasil capaian
lima tahun terakhir tersebut membuktikan bahwa adanya peningkatan di
sektor kesehatan selama kurun waktu tersebut, meskipun secara
keseluruhan peningkatan ini belum dapat menjadi pengungkit yang cukup
besar terhadap angka IPM di Kabupaten Soppeng. Adapun perkembangan
indeks kesehatan di Kabupaten Soppeng tahun 2020-2024 sebagai berikut

ini.
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Grafik 2.17. Indeks Kesehatan Tahun 2020-2024
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2025

2.1.1.24 Umur Harapan Hidup

Usia harapan hidup di Kabupaten Soppeng menunjukkan peningkatan
selama 5 tahun terakhir, pada tahun 2020 rata-rata angka harapan hidup
mencapai 69,65, meningkat setiap tahun hingga mencapai 70,79 di tahun
2024. Meskipun terjadi peningkatan, capaian ini masih di bawah rata-rata
provinsi dan nasional. Capaian usia harapan hidup dalam 5 tahun terakhir
dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.18. Umur Harapan Hidup Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi
Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2025

Penduduk Kabupaten Soppeng secara umum memiliki angka usia
harapan hidup 70,79 tahun atau lebih pada tahun 2024. Angka usia harapan
hidup tersebut dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang cenderung semakin
baik ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran penduduk dalam
mengakses fasilitas kesehatan. Kesadaran masyarakat dalam menggunakan
layanan kesehatan pun ditunjang oleh berbagai jaminan kesehatan, yaitu

berupa Jaminan Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Dengan adanya berbagai

28 |IBAB I1I



Peraturan Bupati Homur ml Tilllllll 2025

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

jaminan kesehatan tersebut, mendorong kesadaran masyarakat untuk

berobat ke fasilitas kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit.

2.1.1.25 Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran perkapita Kabupaten Soppeng selama S (lima tahun terakhir
memperlihatkan trend kenaikan. Pada tahun 2020 tercatat capaian
pengeluaran perkapita sebesar Rp9.483.000 hingga tahun 2021 mencapai
sebesar Rp9.558.000 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2022
dan 2023 masing-masing sebesar Rp9.756.000,00 dan Rp10.098.000,00. Di
tahun 2024 pengeluaran per kapita Kabupaten Soppeng kembali meningkat
dengan capaian sebesar Rpl10.547.000,00, walaupun terjadi peningkatan
setiap tahunnya pengeluaran perkapita Kabupaten Soppeng masih lebih
rendah dibanding dengan nasional yang sebesar Rp12.341.000,00 dan
Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp12.275.000,00.

Grafik 2. 19. Pengeluaran Perkapita Kabupaten Soppeng, Provinsi
Sulawesi Selatan, Nasional dan Daerah Sekitar Tahun 2020-2024
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2025

2.1.1.26 Persentase Balita Gizi buruk

Balita gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi anak tidak menerima
mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital.
Pemenuhan gizi yang belum tercukupi baik sejak dalam kandungan hingga
bayi lahir dapat menjadi pemicu gizi buruk.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, persentase balita dengan gizi buruk
pada tahun 2020 sebesar 0,015% dari jumlah total balita sebanyak 13.156
balita, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 0,024% atau sebanyak 3 kasus
dari total balita sebanyak 12.759 dan mengalami kenaikan pada tahun 2022
menjadi 4 kasus dengan capaian 0,034 kemudian pada tahun 2023 jumlah

balita gizi buruk sebanyak 10 balita atau sebesar 0,090%. Di tahun 2024
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capaian tersebut menurun sebesar 0,08% dengan jumlah balita gizi buruk
sebanyak 9 balita.

Jumlah balita gizi buruk mengalami kenaikan karena adanya penyakit
penyerta yang diderita. Semua balita kasus gizi buruk yang ada di wilayah
Kabupaten Soppeng mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan
peningkatan. Pelayanan perawatan gizi buruk yang diberikan yakni
pemantauan status gizi balita, pemberian makanan tambahan (PMT), dan
pemberian edukasi berupa konseling dan penyuluhan kepada orang tua

balita.

Tabel 2. 13 Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Soppeng

Tahun 2020-2024
TAHUN
NO URAIAN SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024
1 | Jumlah balita gizi buruk Balita 2 3 4 10 9
2 | Jumlah balita Balita 13.156 | 12.759 # 11.887 | 11.027 @ 11.533
% Balita Gizi Buruk % 0,015 0,024 0,034 0,090 0,080

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

2.1.1.27 Prevalensi Balita Gizi Kurang

Gizi kurang adalah gangguan yang diakibatkan kekurangan atau
ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktifitas
berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan yang terjadi
pada anak usia kurang dari lima tahun.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, pada tahun 2021 prevalensi balita
gizi kurang tercatat sebesar 3,46%, mengalami peningkatan dibandingkan
tahun 2020 dengan capaian 3,28% sedangkan pada tahun 2022 meningkat
menjadi 4,67%. Pada tahun 2023 prevalensi balita gizi kurang kembali
meningkat menjadi 4,75% dan meningkat kembali di tahun 2024 sebesar
5,41%.

Jumlah balita yang gizi kurang didapatkan berdasarkan data yang
digunakan dalam aplikasi e-PPGBM dengan standar Kemenkes, sehingga
jumlah balita gizi kurang mengalami peningkatan. Prevalensi balita gizi
kurang perlu terus ditekan melalui upaya peningkatan kualitas balita secara

lebih baik yang disertai dengan kualitas lingkungan keluarga secara lebih

baik pula.
Tabel 2. 14 Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Soppeng
Tahun 2020-2024
NO URAIAN SATUAN TAHUN

2020 2021 2022 2023 2024
Banyaknya balita gizi

Balita 431 441 555 524 624
kurang
2 | Jumlah balita Balita 13.156 4 12.759 # 11.887 | 11.027 | 11.533
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TAHUN

NO URAIAN SATUAN 5020 2021 2022 2023 2024

Prevalensi Balita Gizi

% 3,28 3,46 4,67 4,75 5,41
Kurang

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

2.1.1.28 Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga merupakan salah satu bentuk reorientasi pelayanan dari
sebelumnya bersifat sentralistik dan top down menjadi lebih partisipatif dan
bottom wup. Secara umum, tujuan pengembangan desa siaga adalah
terwujudnya masyarakat desa yang sehat, peduli dan tanggap terhadap
permasalahan di wilayahnya. Cakupan desa siaga aktif adalah desa yang
mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM yang buka setiap
hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan dasar, penanggulangan
bencana dan kegawatdaruratan, surveillance berbasis masyarakat
dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk.

Cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sampai
2024 mencapai 100%. Keberadaan desa siaga aktif sangat berperan dalam
menjaga kualitas masyarakat dikarenakan seluruh penduduk dapat
mengakses pelayanan dasar setiap hari. Meskipun cakupan desa siaga aktif
sudah mencakup seluruh desa, evaluasi terhadap kualitas pelayanan di
masing-masing desa tetap perlu dilakukan secara berkala. Hal ini bertujuan
untuk mengetahui apakah ada desa yang memerlukan dukungan lebih lanjut
dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Tabel 2. 15 Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Soppeng

Tahun 2020-2024
TAHUN
NO URAIAN SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024
1 | Jumlah Desa Siaga Aktif Desa 70 70 70 70 70
p Jumlah Desa Siaga yang Desa 70 70 70 70 70
dibentuk
Cakupan Desa Siaga Aktif % 100 100 100 100 100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

2.1.1.29 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja selama 5 tahun terakhir menunjukkan
capaian yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2024 capaian tingkat
partisipasi angkatan kerja Kabupaten Soppeng masih lebih rendah dengan
nilai 62,49% dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 67,38% dan
capaian Nasional sebesar 70,60%. Kabupaten Soppeng menunjukkan potensi
pertumbuhan yang lebih besar dalam jangka panjang, namun harus didorong

oleh wupaya yang lebih tinggi untuk memastikan keberlanjutan
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pertumbuhannya. Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan pertumbuhan
yang lebih stabil dan konsisten, dengan tingkat pertumbuhan tahunan yang
relatif lebih rendah namun lebih dapat diandalkan. Nasional menunjukkan
pertumbuhan yang paling stabil tetapi paling lambat. Ini mungkin
mencerminkan hasil yang lebih terkontrol dan mungkin lebih dipengaruhi
oleh kebijakan makro atau tren yang lebih luas. Capaian tingkat partisipasi
angkatan kerja dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 20. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Tingkat
Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng

Tahun 2020-2024
80 67,77 68,08 68,63 69,50 70,60
L et
o 57’3? 58,57 61,9 W 62,49
40
30
20
10
0 2020 2021 2022 2023 2024
—&=—Soppeng 57,05 58,94 61,9 59,44 62,49
Sulawesi Selatan 63,40 64,73 66,18 65,66 67,38
—&— Nasional 67,77 68,08 68,63 69,50 70,60

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.1.30 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka Mengindikasikan besarnya persentase
angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi
menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap
pada pasar kerja.Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada grafik selama 5
tahun terakhir menunjukkan capaian yang fluktuatif dengan capaian yang
lebih baik dari capaian nasional dan capaian provinsi. Pada tahun 2024
tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Soppeng mengalami penurunan
dengan capaian sebesar 3,32%, lebih rendah jika dibandingkan dengan
capaian provinsi maupun nasional.

Capaian tingkat pengangguran terbuka dalam S tahun terakhir dapat
dilihat pada grafik berikut.
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Grafik 2.21. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Soppeng

Tahun 2020-2024
8
. 7,07
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6 6,3 5,83
5 > 22 4,91
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4 4 , 4,33 4,19
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2
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2020 2021 2022 2023 2024

= Nasional 7,07 6,49 5,83 5,32 4,91
e SUlawesi Selatan 6,31 5,72 4,51 4,33 4,19
— Soppeng 4,42 3,02 3,40 4,34 3,32

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.1.31 Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah
penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio
ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan
penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan
tenaga kerja. Selama tahun 2020 sampai dengan 2024 rasio penduduk yang
bekerja mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 rasio penduduk yang bekerja
sebesar bekerja sebesar 95,85% dan kembali mengalami peningkatan pada
tahun 2021 sebesar 96,08%, dan tahun 2022 sebesar 96,60%, Pada tahun
2023 rasio penduduk yang bekerja menurun dengan capaian 95,66% dan
meningkat di tahun 2024 sebesar 96,67%.

Grafik 2.22. Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Soppeng
Tahun 2020-2024

2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Soppeng, 2025
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2.1.1.32 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan adalah kondisi ideal yang ingin dicapai terkait
dengan kebutuhan konsumsi pangan yang ideal yaitu beragam, bergizi
seimbang dan Aman. Data Skor Pola Pangan Harapan diperoleh dari hasil
survey konsumsi pangan yang dilakukan sesuai prosedur yang telah
ditetapkan. Adapun hasil pencapaian skor pola pangan harapan tahun 2020-
2024 yaitu sebagai berikut ini.

Tabel 2. 16 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2020-2024
TAHUN

NO URAIAN SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024

% Angka Kecukupan Gizi
1 | (AKG) Bobot Masing- Skor 93,3 75,8 76,8 80,8 81,8

masing Kelompok Pangan
Padi-Padian Skor 25 25 25 25 25
Umbi-Umbian Skor 2,5 0,3 0,4 0,5 0,3
Pangan Hewani Skor 24 18,5 18,7 20,5 20,6
Minyak dan Lemak Skor 0,4 4,5 5,0 5,0 4.9
Buah/Biji Berminyak Skor 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5
Kacang-Kacangan Skor 10 3,8 3,7 5,2 4,5
Gula Skor 1,1 1,7 1,9 1,7 1,7
Sayur dan Buah Skor 30 21,7 21,8 22,5 24 .4
Lain-lain Skor - - - - -

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas mengalami fluktuasi dimana tahun
2020 capaian skor pola pangan harapan sebesar 93,3% dan pada tahun 2021
menurun dengan capaian sebesar 75,8% kemudian mengalami peningkatan
pada tahun 2022 menjadi 76,8%. Di tahun 2023 skor pola pangan harapan
Kabupaten Soppeng sebesar 80,8% dan kembali mengalami peningkatan
pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 81,8%.

Kondisi ideal Pola Pangan Harapan yaitu sebesar 100%, capaian 2020-
2024 masih belum mencapai kondisi ideal, yang menggambarkan bahwa
kecenderungan konsumsi pangan masyarakat belum seimbang sesuai
anjuran. Faktor ketersediaan, keterjangkauan dan kebiasaan masyarakat
dalam konsumsi pangan menjadi faktor utama capaian skor pola pangan

harapan.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Kinerja

2.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Soppeng
Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan maupun sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam RPJMD.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Soppeng tahun 2024 masih
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mengacu ke dalam RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2021-2026 dengan

menetapkan indikator kinerja utama kepala daerah melalui 5 Tujuan

pembangunan serta 11 Sasaran yang terdiri dari 6 indikator tujuan dan 18

indikator sasaran. Penetapan tujuan, sasaran beserta indikator tersebut

untuk mengukur pencapaian visi dan misi kepala daerah. Berikut ini capaian

IKU Kabupaten Soppeng Tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel di bawah

ini.

Tabel 2. 17 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Soppeng
Tahun 2024

Sasaran Pembangunan

Memenuhi hak warga negara dalam
memperoleh layanan minimal
untuk hidup secara layak (T1)
Meningkatnya mutu penerapan
standar pelayanan minimal (SPM)
untuk pelayanan dasar (S1)
Meningkatnya mutu pelayanan
publik non pelayanan dasar (S2)
Meningkatkan kualitas sumber
daya manusia (SDM) (T2)
Meningkatnya derajat pendidikan,
literasi dan kualitas fisik masyarakat
(S3)

Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat (S4)

Meningkatkan produktivitas
perekonomian dan pendapatan
masyarakat secara merata (T3)

Meningkatnya produktivitas
perekonomian daerah (S5)

Meningkatnya taraf hidup
masyarakat lapisan bawah (S6)
Memperkuat kapasitas
infrastruktur serta keamanan dan
ketertiban daerah dalam
mendukung fasilitas ekonomi
wilayah (T4)

Meningkatnya kualitas infrastruktur
daerah

Meningkatnya fasilitas ekonomi
wilayah

Terpeliharanya situasi aman dan
damai dalam masyarakat
Meningkatkan kualitas reformasi
birokrasi secara inovatif (T5)

Meningkatnya akuntabilitas kinerja
dan pengelolaan keuangan daerah
serta kapasitas inovasi daerah

Memelihara daya dukung sumber
daya alam dan daya tampung
lingkungan hidup (T6)

Terpeliharanya kualitas lingkungan
hidup dan ketangguhan bencana

Indikator Kinerja

IKM atas SPM
pelayanan dasar dan
non pelayanan dasar
Nilai rata-rata tingkat
capaian penerapan
SPM

IKM pelayanan publik
non pelayanan dasar

IPM
Indeks Pendidikan

Indeks Kesehatan
Indeks Gini
PDRB/Perkapita (Rp)

Pertumbuhan ekonomi
(%)

Tingkat pengangguran
terbuka (%)

Angka kemiskinan (%)

Indeks daya saing
infrastruktur daerah

Indeks Infrastruktur
Daerah

Kontribusi Penyediaan
Akomodasi dan Makan
Minum serta Jasa
Lainnya terhadap
PDRB

Angka Kriminalitas
(Kasus)

Indeks Reformasi
Birokrasi

Nilai LPPD
(Skor/Status Kinerja)

Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah
(IPKD)

Opini laporan
keuangan
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Daerah

Indeks Inovasi Daerah

Nilai daya dukung
dan daya tampung
lingkungan

Indeks Risiko Bencana
(IRB)

Indeks Gas Rumah
Kaca (IRK)

Indeks kualitas
lingkungan hidup
daerah (IKLH)

Satuan

Nilai

%

%

Nilai

Nilai

Nilai
Nilai
Rp

%
%

Jiwa

Nilai

Nilai

Milyar
Rupiah

Kasus
Nilai /
kategori
Skor /

Status
Kinerja

Nilai

Predikat

Skor /
Status
Kinerja

Nilai

Nilai /
kategori

Nilai

Ton Co2

Nilai

Target

88,46

100

87

70,87
64,92

78,08
0,371

66.942.000

75,75

67,71

343,618

70

60/B

4,2 /Tinggi

A

WTP

63 (B)
45,01-

50,00
(inovatif)

Belum
terlampaui

131,2

36238

66,94

Tahun 2024
Realisasi Tm.gkaii
Capaian (%)
88,41 99,94
08,78 08,78
88,72 101,98
71,39 100,73
64,89 99,95
82,72 105,94
0,371 100
67.260.000 100,48
4,06 60,51
3,32 125
6,9 91,01
72,53 107,12
341,07 99,26
26 269,23
72,05 120,08
2,19/Rendah 52,14
B 80
WTP 100
65,17 103,44
64,54 129,08
Belum . 100
terlampaui
131,2 100
36899,79 101,83
68,74 102,69
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2.2.2 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Soppeng Tahun
2020 - 2024

Pada tahun 2024 terdapat beberapa kinerja urusan pemerintah
Kabupaten Soppeng yang telah tercapai, belum tercapai dan telah melebihi
target. Selain itu ada beberapa indikator yang memiliki realisasi akan tetapi
tidak memiliki target dalam RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2021-2026.
Untuk hasil rekapitulasi capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten

Soppeng tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 2. 18 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2024 (Permendagri 86 Tahun 2017)

o f e v P — . TARGET KINERJA REALISASI KINERJA Inze‘;l::::ﬁ
spe okus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja _
e Pembangunan Daerah gatpes 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 | eapelh= | Ket.
(Melampaui)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1.1 Pertumbuhan PDRB % 5,8 6 6,31 6,71 6,15 6,18 3,33 4,06 <
1.2 Laju Inflasi 3 2,26 5,52 2,84 0,68 >
1.3 PDRB per kapita (dalam juta rupiah) Juta Rupiah 55,12 59,06 63,01 66,942 52,75 58,216 62,8 70,12 >
1.4 Indeks Gini 0,395 0,387 0,379 0,371 0,406 0,386 0,39 0,371 =
1.7 Persentase penduduk di atas garis kemiskinan % 93 92,47 92,51 92,86 93,10 >
1.10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69,13 69,71 70,29 70,87 68,99 69,7 70,58 71,39 >
1.11 Angka melek huruf % 945 87,83 91,99 94,5
1.12 Angka rata-rata lama sekolah (Tahun) 8,16 7,82 7,96 7,96 8,45 >
1.13 Angka usia harapan hidup (tahun) 70,6 69,81 70,2 70,5 70,79 >
1.14 Persentase balita gizi buruk % 0 0 0 0,03 0,024 0,034 0,09 0,08 <
1.15 Prevalensi balita gizi kurang 0 0 0 4,47 3,46 4,67 4,75 5,41 <
1.16 Cakupan Desa Siaga Aktif % 100 100 100 100 100 100 100 100 =
1.17 Angka partisipasi angkatan kerja
1.18 Tingkat Partisipasi angkatan kerja % 62,1 58,94 61,9 59,44 62,49 >
1.19 Tingkat pengangguran terbuka % 4.4 3,9 4,22 4,15 3,92 3,4 4,34 3,32 >
1.20 Rasio penduduk yang bekerja % 96,8 59,04 96,6 95,66 96,67
1.25 Indeks Kepuasan Masyarakat (88481101{9) ﬁ;’lﬁg 86,2 (Baik) 88,04 >
1.26 Persentase PAD terhadap pendapatan % 14,5 12,83 12,12 14,32 14,98 >
1.27 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP =
1.28 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Poin 75,8 76,8 80,8 81,8 >
1.29 Penguatan cadangan pangan ton 15 25,34 14,52 15,6 24 >
1.30 Penanganan daerah rawan pangan n.a 10,9
1.31 Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB % 14,27 28,59 24,43 26,35 >
1.32 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB % 20,68 21,98 15,76 17,53 >
1.33 Produksi sektor pertanian (ton) 425042 460.479 1.935,69 415.515 430925 >
1.34 ggrl;tgibusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap % 28,79 32,02 33,49 38,02 S
1.35 Produksi sektor perkebunan (Ton) ton 10391,62 9.726,86 12.529,42 12.120,59 12887,91 >
1.36 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB % 100 100 100 100 100 100 100 100
1.39 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB % 1,74 1,8 1,9 1,90 * >
1.40 kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB % 0,88 4,11 3,98 3,98 * >
1.41 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB % 14,4 14,31 15,17 15,17 * >
1.42 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB % 9,93 10,15 10,92 10,92 * >
1.44 Pertumbuhan industri % 0,33 0,33 0,33 0,33 0,83 1,08 0,36 1,55 >
ASPEK DAYA SAING DAERAH
2.1 Nilai tukar petani (Sektor Pangan) 103,15 103,61 102,95 103,42 >
2.2 Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa % 12,24 14,29 12,24 18,37 >
2.3 Rasio ketergantungan 45,7 4476 46,06 46,13 >
37 |BAB II




Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025
. tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

TARGET KINERJA REALISASI KINERJA Interpretasi
No Aspek / Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Satuan T;:;‘::i'l“ _ Ket
Pembangunan Daerah 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 (Sesuai,,’> )
(Melampaui)
3 | ASPEK PELAYANAN UMUM
3,1 | Layanan Urusan Wajib
3.1.2001 Pendidikan
3.1.1.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % 100 100 100 100 65,75 68,07 67,72 73,35 <
3.1.1.2 Angka Partisipasi kasar
3.1.1.2.1 Angka Partisipasi kasar SD/ MI Paket A % 100 100 100 100 99,38 97,76 98,47 98,47* <
3.1.1.2.2 Angka Partisipasi kasar (APM) SMP/ MTs Paket B % 89,21 100 100 100 101,08 99,42 99,04 99,04* <
3.1.1.3 Angka Partisipasi Murni
3.1.1.3.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI Paket A % 100 100 100 100 90,04 91,1 91,9 91,9* <
3.1.1.3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs Paket B % 100 100 100 100 65,07 81,35 81,61 81,61*% <
3.1.1.4 Angka Partisipasi Sekolah:
3.1.1.4.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD / MI Paket A % 100 100 100 100 107,22 9